



A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda 
diterjemahkan dengan “strafbarfeit”, yang secara teoritis merupakan 
kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia hinga saaat ini. 
Moeljatno misalnya memaka istilah tindak pidana itu dengan 
menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan 
Schravendijk mengistilahkan strafbarfeit ini dengan istilah “perbuatan 
yang boleh dihukum”.1 
Dalam buku asas-asas hukum pidana karangan Moeljatno, 
menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan larangan disertai dengan sanksi berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.2 
Dalam buku Karangan Sudarto3 yang berjudul Hukum dan Hukum 
Pidana, J. Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, dimana larangan ini 
disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang serta diancam hukuman pidana, asal pada itu diingat bahwa 
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larangan diperuntukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian 
yang dikarenakan oleh kelakuan orang).4 
Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo pada  bukunya 
yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa “perbuatan 
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 
dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan 
pidana mempunyai pengertian  yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehinga perbuatan pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.5 
Menurut Wirjono Prodjodikiro dalam bukunya Asas-Asas Hukum 
Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa “tindak pidana merupakan suatu 
perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukuman, dan pelaku ini bisa 
dikatakan merupakan subjek tindak pidana.6 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami 
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar 
hukum pidana memberikan definisi mengenai Strafbaarfeit antara lain: 
a. Simons, mengatakan bahwa Strafbaarfeit adalah kelakuan yang 
diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan 
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dengan kesalahan serta dilakukan orang yang mampu bertanggung 
jawab. 
b. Hamel dan Noyon-Langemeyer, mengatakan bahwa strafbaarfeit itu 
sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang layak 
dipidana serta dilakukan dengan kesalahan. 
c. Van Vatum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang 
dapat dipidana. 
d. Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang 
oleh peraturan hukum pidana dilarang serta diancam dengan hukuman 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.7 
Di antara definisi yang telah disebutkan, yang paling lengkap ialah 
definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:8 
“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh 
Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si 
pembuat”. 
 
Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk 
menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum; 
c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan 
pidana; 
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d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang bias dipertanggungjawabkan; 
dan 
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si 
pembuat.9 
Van Hamel membuat definisi yang hamper sama dengan Simons, 
tetapi menambah lagi dengan satu syaratm yakni: Perbuatan itu harus 
mengandung sifat yang patut dipidana (strafwaardig).10 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Delik atau tindak pidana memiliki unsur-unsur dalam tindak pidana, 
seperti halnya menurut Adami Chazawi tindak pidana yang baik dalam 
KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. 
Terdapat 11 unsur tindak pidana tersebut, yaitu: 
a. Unsur 0tingkah 0laku,  
b. Unsur perbuatan melawan hukum; 
c. Unsur kesallahan; 
d. Unsur akibat konstituitif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatkan pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  
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k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.11  
Menurut Lamintang, masalah unsur tindak pidana ini dibedakan 
menjadi unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif merupakan 
unsur yang melekat pada diri pelaku ataupun yang berhubungan dengan 
diri pelaku, serta termasuk didalamnya segala sesuatu yang terdapat 
didalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana adalah meliputi: 
1. Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud dari percobaan (pada pasal 53 ayat (1) KUHP); 
3. Berbagai macam maksud seperti halnya yang terdapat dalam tindak 
pidana pencurian; 
4. Membuat suatu perencanaan terlebih dahuku, seperti halnya yang ada 
pada pasal 340 KUHP. 
Sedangkan pada unsur objektif ini merupakan unsur yang memiliki 
hubungan dengan situasi, yaitu pada keadaan mana tindakan dari pelaku 
ini harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu: 
1. Sifat melawan hukum; 
2. Kualitas diri dari pelaku; 
3. Kausalitas. 
3. Pembedaan Dalam Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana 
Materiil 
Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan delik formil merupakan 
delik yang dianggap telah selesai dengan sebuah hukuman oleh undang-
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undang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil merupakan suatu 
delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang 
serta diancam dengan hukuman oleh undng-undang.12 
Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang terdiri 
dari perbuatan, sedangkan tindak pidana materiil lebih menitikberatkan 
pada suatu akibat. Pada tindak pidana formil undang-undang merumuskan 
perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan itu, 
sedangkan pada tindak pidana materiil Undang-Undang tidak 
merumuskan perbuatan tersebut, tetapi akibat dari perbuatan tersebut. 
Seperti contohnya adalah pasal 362 KUHP, perbuatan yang dilarang 
adalah mengambil, pasal 160 KUHP perbuatan yang dilarang adalah 
berbicara dengan tujuan menghasut. Sedangkan contoh tindak pidana 
materiil adalah Pasal 338 yang berisi tentang matinya orang lain, 
perbuatannya tidak ditentukan namun menitikberatkan kepada adanya 
perbuatan yang berakibat pada matinya orang lain, serta Pasal 351 tentang 
penganiayaan yang perbuatannya tak ditentukan secara spesifik, mungkin 
meninju, menggigit atau melempar. 
Sudarto13 menyatakan, bahwa delik formil adalah delik yang 
perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik 
tersebut telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang 
dirumuskan ke dalam rumusan delik tersebut tanpa melihat akibatnya. 
Sedangkan pada delik materiil ini lebih menitiberatkan pada akibat yang 
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tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggao selesai apabila 
akibat yang dilarang tersebut benar-benar terjadi. 
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem berarti seperangkat unsur 
yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas. Menurut 
Bellefroid, Sistem Hukum memiliki arti suatu rangkaian kesatuan peraturan-
peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Seperti 
pengertian-pengertian hukum memiliki unsur dari peraturan-peraturan hukum, 
maka peraturan hukum ini merupakan unsur-unsur dari sistem hukum. 
Sedangkan menurut M. Bakri14, sistem hukum adalah satu kesatuan yang 
didalamnya terdiri dari bagian/komponen yang saling berhubungan, 
mempengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan. 
1. Sistem Hukum di Dunia 
a. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) 
Sistem hukum civil law berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran 
Romawi dimana peraturannya adalah berisi tentang kaidah hukum 
sebelum masa Justinianus yang disebut “Corpus Juris Civilis”. Negara-
negara yang menganut sistem hukum civil law diantaranya adalah 
negara Jerman, Perancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan beberapa 
negara lainnya. Dalam sistem hukum civil law, hukum memiliki 
kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk Undang-
Undang serta disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau 
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kompilasi (peraturan tertulis) dimana nilai utama dari sistem hukum ini 
adalah kepastian hukum. 
Pembagian dari hukumnya yakni terdiri dari Hukum Privat yang 
berisi tentang Hukum Sipil serta Hukum Dagang, dan Hukum Publik 
yang diantaranya memuat tentang Hukum Tata Negara, Hukum 
Administrasi Negara, serta Hukum Pidana. 
b. Sistem Hukum Anglo Saxon 
Sistem Hukum Anglo Saxon berkembang pada Abad XI, yang 
mana pada sistem hukum ini memiliki sumber hukum utama yakni 
puturan hakim atau peradilan atau yang biasa disebut dengan 
yurisprudensi. Serta beberapa sumber hukum lainnya yaitu kebiasan, 
peraturan tertulis (Undang-Undang) serta peraturan administrasi. 
Berbeda dengan sistem Hukum Civil Law, dalam sistem hukum Anglo 
Saxon sumber hukum tidak tersusun secara sistematik dalam suatu 
hirarki tertentu. Beberapa negara yang menganut sistem hukum ini 
diantaranya adalah negara Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran 
Inggris, serta Australia. 
Doktrin yang berkembang dalam sistem hukum ini yaitu The 
Doctrine of Precedent, yang mana dalam memutuskan suatu perkara 
hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang 
sudah ada dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis 
sebelumnya (precedent). Dalam hal ini pernanan hakim sangat besar 
dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. 
Pembagian hukum dalam sistem ini yaitu terdiri dari 2 (dua) 
bagian, yakni hukum public serta hukum privat, dimana dalam hukum 
privat ini terdiri dari 4 (empat) hal yakni Hak Milik (law of property), 
hukum orang (law of persons), hukum perjanjian (law of contract), serta 
perbuatan melawan huium (law of torts). 
c. Sistem Hukum Adat 
Sistem hukum adat atau yang biasa disebut dengan “adat recht” 
oleh snouck Hurgronje memiliki makna luas, dimana hukum adat dan 
adat tidak dapat dipisahkan, dan hanya dapat dibedakan dari saknsi atau 
akibat hukum. Beberapa negara yang masih menganut hukum adat 
diantaranya adalah negara yang terdapat dalam lingkungan negara Asia, 
seperti Cina, Indonesia, India, Jepang. Sumber hukum dari hukum adat 
ini adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang serta 
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. 
Hukum adat memiliki sifat tradisional, yang berpangkal pada 
kehendak nenek moyang serta peran pengemuka adat dalam menjaga 
keutugan adat. Selain sifatnya yang tradisional, hukum adat juga 
memiliki sifat elastik yakni mudah untuk menyesuaikan diri. Hal-hal 
yang dikelompokkan dalam sistem hukum adat yakni: 
1) Hukum Tata Negara Adat 




3) Hukum Pidana Adat 
Perkembangan dari Sistem Hukum Adat ini adalah dihapuskanya 
delik/Pidana adat, yang lalu digantikan dengan hukum barat yang 
tertulis. Melemahnya penggunaaan hukum perutangan adat, akibat 
diperkenalkannya hukum perikatan barat. Serta hukum tanah adat yang 
menjadi dasar hukum dari agrarian Indonesia. 
d. Sistem Hukum Islam 
Berawal dari Timur Tengah, yang kemudian menyebar pada 
negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau 
berkelompok. Hukum Islam bersumber dari: 
1) Al-Qur’an, yaitu kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh 
Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat 
Jibril. 
2) As Sunnah/Al Hadits, yakni segala perkataan ataupun perbuatan dari 
Nabi Muhammad SAW 
3) Ijtihad, yakni akal pikiran manusia dalam menentukan hukum, baik 
dengan metode ijma, qiyas, marsalih mursalah, urf. 
2. Sistem Hukum Positif di Indonesia 
a. Hukum Positif Tertulis 
1) Peraturan Perundang-Undangan 
yaitu hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau 
dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut 
atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu 
dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku 
atau mengikat (secara) umum. Ditinjau dari wewenang 
pembentukannya, peraturan perundang-undangan dapat dibedakan 
antara yang bersifat kenegaraan dan yang bersifat administrasi 
negara. Selanjutnya ditinjau dari daya ikatnya ada yang bersifat 
ketatanegaraan (staatsrechtelijk) dan ada yang bersifat administrasi 
negara (admfnistratiefrechttelijk). Ditinjau dari lingkungan tempat 
berlaku, dapat dibedakan antara peraturan perundang-undangan 
tingkat nasional dan daerah. 
2) Peraturan kebijakan 
yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan atau materi 
muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, 
delegasi, atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang 
timbul dari Freis Ermessen yang dilekatkan pada administrasi 
negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan 
oleh hukum. Aturan kebijakan hanya didapati dalam lapangan 
administrasi negara, karena itu keientuan aturan kebijakan hanya 
dalam lapangan hukum administrasi negara. Termasuk kedalam 
kategori ini adalah "surat edaran, juklak, juknis." Pada saat ini 
didapati juga semacam aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
badan yang bukan administrasi negara seperti Surat Edaran 
Mahkamah Agung. Meskipun dari segi bentuk, menyerupai salah 
satu aturan kebijakan, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak perlu 
dikategorikan sebagai aturan kebijakan. Pertama; Mahkamah Agung 
bukan administrasi negara. Kedua; wewenang Mahkamah Agung 
membuat surat edaran tidak didasarkan pada kebebasan bertindak, 
tetapi atas petunjuk undang-undang. Ketiga; Surat Edaran 
Mahkamah Agung berada dalam cakupan yang terbatas yaitu 
sebagai pedoman yang berisi petunjuk bagi badan peradilan tingkat 
rendah yang mandiri dalam menjalankan fungsi peradilan. 
b. Hukum Yurisprudensi 
Hukum Yurisprudensi adalah hukum positif yang berlaku secara 
umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Disinilah letak 
perbedaaan sifat hukum antara putusan hakim dengan yurisprudensi. 
Putusan hakim adalah hukum yang bersifat konkrit dan khusus berlaku 
pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan. 
Pada saat suatu putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi, maka asas 
atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai 
dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. 
c. Hukum Positif Tidak Tertulis 
Yang dapat dibedakan atau terdiri dari: 
1) Hukum Adat 
Hukum Adat, yaitu hukum bangsa Indonesia yang hidup dan 
berlaku secara turun temurun atau diakui atau dinyatakan sebagai 
hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan atau putusan hakim. Hukum adat mungkin didapati atau 
diketahui dalam atau melalui tulisan. Walaupun demikian, hukum 
adat adalah hukum tidak tertulis, karena tidak pernah dengan sengaja 
dibentuk secara tertulis oleh pejabat yang berwenang melalui tata 
cara tertentu. Hukum adat menjadi hukum positif atas dasar 
kenyataan sebagai hukum yang hidup dan ditaati, pengakuan, 
dibiarkan berlaku, atau ditetapkan oleh pengadilan. 
2) Hukum Keagamaan 
Hukum keagamaan sebagai hukum positif, adalah hukum dari 
agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau berdasarkan suatu kebijakan Pemerintah yang 
mengakui semua sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang 
oleh pengikutnya dipandang sebagai agama. Pada saat ini, didapati 
berbagai hukum keagamaan yang dinyatakan melalui undang-
undang sebagai hukum positif, ketentuan-ketentuan semua agama 
mengenai perkawinan dinyatakan sebagai hukum positif. 
Khusus bagi yang beragama Islam, pengakuan hukum 
perkawinan Islam telah ada sejak masa Hindia Belanda dengan 
dipertahankannya peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa 
nikah, talak, dan rujuk (seperti Mahkamah Syariah di Jawa dan Qadi 
Besar di Kalimantan) berdasarkan hukum Islam. Bagi pemeluk 
agama Islam, ketentuan hukum positif berdasarkan syariah (hukum 
Islam) diperluas ke bidang-bidang lain seperti wakaf, pemeliharaan 
anak, pewarisan, hubungan nasab dalam pengangkatan anak. 
Memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang, antara 
lain seperfi disebut di atas ada beberapa cara menyatakan hukum 
agama menjadi hukum positif, yaitu: 
1) mengakui bahwa untuk hubungan atau peristiwa hukum tertentu 
berlaku hukum agama, seperti pernyataan bahwa perkawinan 
sah apabila dilakukan menurut agama masinb masing (UU No. 
1 Tahun 1974).; 
2) Memasukkan atau mentransformasikan asas dan ketentuan 
hukum agama tertentu kedalam ketentuan undang-undang. 
Misalnya, dalam penjelasan Undang-Undang Kesejahteraan 
Anak dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan 
hubungan nasab; 
3) Membiarkan hukum agama tertentu berlaku sebagai hukum 
positif. Hal ini nampak antara lain dalam ketentuan perbankan 
mengenai sistem bank syariah atau berlakunya Syariat Islam di 
Nanggroe Aceh Darussalam. Memasukkan hukum agama 
menjadi hukum positif terjadi juga melalui putusan hakim. Di 
lingkungan peradilan agama, telah diadakan pedoman 
penerapan hukum agama bagi mereka yang beragama Islam 
seperti "kompilasi Hukum Islam" yang ditetapkan dalam 
Instruksi Presiden No, l Tahun 1991 jo Keputusan Menteri 
Agama No. 154 Tahun 1991. Hal yang sama dapat juga 
dilakukan atau terjadi pada lingkungan peradilan lain, 
khususnya peradilan umum. Hakim dapat menggunakan asas 
atau ketentuan agama apabila penerapan suatu peraturan 
perundang-undangan sungguh-sungguh melukai rasa kepatutan, 
atau rasa keadilan, atau pandangan kesusilaan menurut dasar 
keagamaan pencari keadilan. 
3) Hukum Tidak Tertulis lainnya 
Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang tumbuh dan dijalankan 
dalam praktek penyelenggaraan negara atau pemerintahan, dan 
hukum yang tumbuh dan dijalankan dalam praktek komunitas 
perniagaan, dan lain-lain. Hukum-hukum ini sebenarnya merupakan 
(hukum) adat istiadat. Secara singkat dapat disebut hukum adat. Tapi 
disini sengaja tidak dimasukkan kedalam kelompok Hukum Adat 
(huruf besar), karena selama ini telah diterima pengertian bahwa 
Hukum Adat adalah hukum asli yang tumbuh, berkembang, dan hidup 
dalam lingkungan masyarakat ash Indonesia. 
C. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime 
1. Pengertian Cyber Crime 
Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi 
informasi dengan menggunakan media computer sebagaimana terjadi saat 
ini, disebut dengan beberapa istilah yaitu computer misuse, computer abuse, 
computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime, atau 
computer crime. 
Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian computer-related crime 
sama dengan cyber crime15 Pada isi laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 
di Wina, tanggal 19 Juli 2000 berikut. 
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The term “computer-related crime” had been developed encompass 
both the entirely news forms of crime that were directed at computer, 
networks and their users, and the more traditional from crime that were now 
being commited with the use or assistance of computer equipment”… 
 
a. Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal behavior 
directed by means of electronic operations that targets the security of 
computer system and the data processed by them; 
b. Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal 
behavior commited by means of, in relation to, a computer system 
network, including such crimes as illegal procession, offering or 
disturbing information by means of computer system on network.16 
 
2. Pengertian Dunia Siber (Cyber Space) 
Agus Rahardjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer 
antar negara atau antar benua yang berbasis protokol transmision control 
protocol/internet protocol (TC/IP). Cyber space sesungguhnya merupakan 
sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated 
communication). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan 
manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).17 
Realitas yang terbentuk oleh mediium internet ini pada 
perkembangannya menciptakan suatu masyarakat baru sebagai warga yang 
dalam istilah pengguna internet biasa mendapat sebutan netizen. Pada 
masanya, realitas baru yang terbentuk oleh medium internet ini membawa 
perubahan cara pandang dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia 
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17 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45 
tidak lagi hanya berupa aktivitas yang bersifat fisik namun juga menjangkau 
aktivitas non-fisik yang dilakukan secara virtual.18 
Menurut Lawrence Lessig, Cybernetics adalah ”cybernetic”, “the 
study of control at a distence through devices”19 Yang dapat diartikan 
sebagai ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai 
dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara 
memahami sistem dan perilaku terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar 
sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada 
terjemahan resmi kata cyber. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata 
sibernetika yang merupakan terjemahan resmi dari cybernetics, yaitu; suatu 
ilmu pengetahuan tentang komunikasi serta pengawasan yang khususnya 
berkenaan dengan studi perbandingan atas sistem pengawasan otomatis 
(seperti sistem saraf dan otak). 
Cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi 
komunikasi dan teknologi komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, 
prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan 
komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan 




3. Karakteristik Cyber Crime 
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19 Lawrence Lessig. Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0, Basic Books, New York, 
2006. hal. 3 
Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya perkembangan 
teknologi informasi sehingga membawa pengaruh terhadap munculnya 
berbagai macam rupa kejahatan yang bersifat modern serta memiliki 
dampak yang lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 
Perkembangan teknologi ini juga memberikan tantangan bagi 
perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia senantiasa dituntut 
agar mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada. 
Berdasarkan beberapa literature, cyber crime memiliki beberapa 
karakteristik, yakni:20 
1. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau illegal, tanpa hak, serta 
tidak etis dan dilakukan dalam wilayah siber (cyber space), sehingga 
tidak dapat dipastikan yurisdiksi mana yang berlaku; 
2. Perbuatan dilakukan dengan memakai alat yang terkoneksi dengan 
internet; 
3. Adanya perbuatan ini mengakibatkan kerugian materiil ataupun imateriil 
yang cenderung lebih besar daripada kejahatan konvensional; 
4. Pelaku merupakan orang yang mampu menguasai atau memahami 
penggunakaan internet dan penerapannya; 
5. Perbuatan ini seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi 
batas negara. 
 
4. Bentuk Kejahatan Cyber Crime 
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Kejahatan cyber crime memiliki berbagai macam bentuk serta 
tindakan yang beragam, dari berbagai macam perbuatan tersebut berikut 
merupakan beberapa bentuk kejahatan cyber crime, antara lain:21 
1. Kejahatan menyangkut data atau informasi dari computer; 
2. Kejahatan menyangkut program ataupun software pada computer; 
3. Penggunaan fasilitas-fasilitas computer tanpa hak untuk kepentingan 
yang tidak sesuai dengan tujuan; 
4. Perbuatan yang menganggu sistem operasi computer; 
5. Perbuatan merusak peralatan computer atau yang berhubungan dengan 
computer. 
D. Tinjauan Umum Tentang Perundungan 
1. Pengertian Perundungan (Bully) 
Pengertian bullying menurut Oxford Dictionary yaitu “a person who 
uses strenght or influence to harm or intimidate those who are weaker.” 
Dapat disimpulkan, bahwa bully memiliki arti suatu perbuatan yang 
menggunakan kekuatan atau pengaruh, yang bertujuan untuk menyakiti 
atau mengintimidasi seorang yang lebih lemah. Bullying dilakukan secara 
berulang-ulang untuk menyakiti perasaan atau fisik dari korban. 
Menurut Ken Rigby pada buku yang berjudul Meredam Bullying: 3 
Cara Efektif Mengatasi K.P.A yang ditulis oleh Ponny Rerno Astuti, 
pengertian bullying adalah sebuah kemauan untuk menyakiti. Kemauan ini 
dipertunjukkan ke dalam suatu tindakan yang menyebabkan seseorang 
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menderita. Tindakan ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau 
sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, seringkali 
berulang, serta dilakukan dengan perasaan yang senang.22 
Dalam buku milik Sejiwa yang berjudul Bulying: Mengatasi 
Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak, bullying merupakan 
sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun 
kekuatan yang dilakukan seseorang atau berkelompok. Pihak yang kuat di 
sini memiliki artian tidak hanya berarti kuat secara fisik, namun bisa juga 
kuat secara mental.23 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan berasal dari 
kata rundung yang memiliki arti mengganggu, mengusik secara terus-
menerus, serta menyusahkan. Hal ini berarti suatu tindakan dapat 
dikatakan perundungan bila dilakukan dengan cara mengganggu, 
mengusik, atau menyusahkan yang dilakukukan secara terus-menerus. 
Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa kecenderungan perilaku bullying merupakan kecenderungan 
seseorang dalam melakukan suatu tindakan menyakiti orang lain dengan 
berulang-ulang yang dilakukan secara sengaja untuk melukai, merasa tidak 
nyaman serta takut, secara fisik, verbal, serta mental dengan tujuan untuk 
menunjukkan kekuasaan sehingga membuat oranglain merasa lemah. 
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23 Sejiwa, Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta, 
Grasindo, 2008. 
Bullying bisa terjadi dimana saja, di sekolah, di tempat kerja, di 
dunia Cyber (internet), dalam pergaulan antar tetangga, bahkan dalam 
keluarga.24 
Pada tahun 1993 Dan Olweus telah membuat definisi bullying yang 
memiliki 3 (tiga) unsur mendasar25, yaitu: 
a. Bersifat menyerang (agresif) dan negatif. 
b. Dilakukan secara berulang kali. 
c. Adanya ketidak seimbangan kekuatan antar pihak yang terlibat 
didalamnys. 
2. Jenis Perilaku Bullying 
Sedangkan menurut Astuti, jenis-jenis perilaku bullying antara lain 
adalah: 
a. Kekerasan fisik (berupa menendang, mendorong, menampar, 
memukul). 
b. Kekerasan Secara verbal (seperti halnya panggilan yang bersifat 
mengejek atau mencela). 
                                                          
24 Espelage dan Simon, lihat O, Aluede, F. Adeleke, D. Omoike, J. Afen-Askpaida, Journal of 
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(http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fal
se), 21 September 2017. 
c. Kekerasan secara non-verbal (seperti halnya memanipulasi suatu 
pertemanan, menatap korban dengan muka mengancam, mengasingkan 
korban, serta menakut-nakuti).26 
Para pelaku perundungan seringkali menyiksa targetnya dengan 
mengucapkan atau melakukan tindakan buruk yang berkaitan dengan fisik, 
keluarga, kehidupan social, agama, suku atau kebudayaan. 
Pengalaman perundungan, bagi beberapa orang selama berbulan-
bulan sampai sekian tahun bisa jadi tidak disadarinya. Sementara bagi 
orang lain, satu kali aksi negatif dapat menjadi pengalaman bullying. 
Dalam jangka yang panjang, korban bullying bisa menderita karena 
masalah emosional serta perilaku. Bullying bisa menimbulkan rasa tidak 
aman, terisolir, rasa harga diri yang rendah, depresi atau bahkan menderita 
stress yangbisa berakhir dengan bunuh diri.27 
Korban bullying menurut Barbara Coloroso28 berupa orang-orang 
seperti berikut: 
a) Orang baru di lingkungan itu. 
b) Orang yang pernah mengalami trauma dikarenakan pernah disakiti 
sebelumnya.Biasanya sangat peka, menghindari temannya untuk 
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Threats to Self and Others for Victims of Bullying, New York, Routledge, 2012, hlm. 28 
28 Coloroso, Barbara, The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High 
School-How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence, Jakarta, PT Serambi 
Ilmu Semesta, 2007. hlm. 16. 
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September 2017. 
menghindari trauma rasa sakit yang lebih parah, serta merasa sulit untuk 
meminta bantuan. 
c) Orang yang penurut, memiliki rasa percaya diri yang kurang. 
d) Orang yang sikapnya dianggap mengganggu orang lain. 
e) Orang perekonomiannya yang kaya atau yang miskin. 
f) Orang yang ras atau budayanya dipandang rendah atau layak untuk 
dihina. 
g) Orang yang kepercayaan atau agamanya dipandang rendah sehingga 
layak untuk dihina. 
h) Anak yang memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan kebanyakan 
anak pada umumnya. 
E. Tinjauan Umum Tentang Cyber bullying 
1. Definisi Cyber bullying  
Pengertuan cyber bullying diperkenalkan Bill Belsey, sehingga 
istilah ini berkembang begitu cepat. Cyber bullying memiliki definisi yang 
berbeda-beda. Berikut ini merupakan definisi cyber bullying menurut para 
ahli:  
“Cyber bullying is the use of technology to intimidate, victimize, or 
bully an individual or group.” Cyber bullying merupakan pemakaian 
teknologi yang dipergunakan untuk mengintimidasi, menjadikan korban, 
atau mengganggu individu atau sekelompok orang.29 
Pendapat lainnya dari Mason terkait cyber bullying adalah:  
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“Cyber bullying is an individual or a group willfully using information 
and communication involving electronic technologies to facilitate 
deliberate and repeated harassment or threat to another individual or 
group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological 
means.”30 
 
Pengertian Cyber bullying menurut Oxford Dictionary yaitu “the use 
of electronic communication to bully a person, typically by sending 
messages of an intimidation or threatening nature” Dapat disimpulkan, 
Cyber bullying adalah ketika seseorang menggunakan alat komunikasi 
berbasis elektronik yang digunakan untuk untuk mem-bully seseorang, 
khususnya mengirimkan pesan yang berisi intimidasi atau ancaman.  
Hukum di Massachusetts mendefenisikan Cyber bullying sebagai:  
“…bullying through the use of technology or any electronic 
communication, which shall be include, but shall not be limited to, any 
transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data or intelligence of 
any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, 
electromagnetic, photo electronic or photo optical system, including, but 
not limited to, electronic mail, internet communications,   instant   
messages   or   facsimile   communications. Cyber bullying shall also 
include (i) the creation of a webpage or blog in which the creator assumes 
the identity of another person (ii) the knowing impersonation of another 
person’s as the author of posted content or messages … Cyber bullying 
shall also include the distribution by electronic menas of a communication 
to more than one person or the posting of material on an electronic 
medium that may be accesses by one or more persons …”31 
 
Dalam jurnalnya, Peter Smith mengartikan Cyber bullying sebagai 
berikut “An aggressive, intentional act carried out by a group or 
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the Schools, 45(4), 2008, hlm. 323. 
31Massachusetts Law (General Laws ch.71, Section 370, 2014), 
(https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Sect ion370). diakses 
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individual, using electronic forms of contact, repeatedly and over time 
against a victim who cannot easily defend him or herself.”32 
Dalam kamus hukum, Cyber bullying diartikan sebagai  perbuatan 
yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi untuk keperluan 
yang disengaja, dilakukan secara terus-menerus, yang bertujuan untuk 
merugikan orang lain dengan cara menyakiti atau dengan cara menghina 
harga diri orang lain sehingga menimbulkan perrmusuhan bagi para 
penggunanya. Cyber bullying termasuk suatu komunikasi yang berusaha 
untuk mengintimidasi, mengkontrol, memanipulasi, meletakkan 
informasi–informasi palsu hingga mempermalukan penerima, secara 
disengaja, dilakukan berulang, serta menimbulkan permusuhan yang  
dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti halnya yang telah 
diartikan oleh “The National Council” Cyber bullying merupakan: 
“Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan 
orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang 
digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau 
mengejek".33 
Dengan artian lain, menurut Peter Smith yang dimaksud dengan 
Cyber bullying adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan oleh individu 
atau sekelompok orang dengan memakai media elektronik yang dilakukan 
secara berulang kepada korban yang tidak mampu membela diri. Cyber 
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bullying merupakan suatu bentuk lain daripada bullying yang dilakukan 
dengan menggunakan alat bantu seperti halnya:  
1. Telepon Genggam 
2. Klip Gambar/Video 
3. E-mail 
4. Website 
5. Game online34 
 
Dari beberapa definisi tentang Cyber bullying yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Cyber bullying adalah suatu 
perilaku yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan bertujuan untuk 
menyakiti dan atau menghina orang lain, baik yang tidak mampu membela 
diri secara verbal maupun non-verbal serta dilakukan berulang dengan 
menggunakan sistem elektronik atau teknologi digital. 
Cyber bullying bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Cyber 
crime berdasarkan pengertian dari bullying itu sendiri. Perbedaan antara 
Bullying yang dilakukan secara langsung dengan Cyber bullying adalah:  
a) Pada Cyber bullying korban tidak memiliki kemungkinan untuk 
bersembunyi, serta dapat menerima “serangan” kapanpun dan pada 
saat berada dimanapun ia berada. 
b) Cyber bullying dapat mencakup area yang luas dan tidak terbatas, 
selama area tersebut masih terhubung oleh jaringan internet. 
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(books.google.co.id/books?id=ewhQu2DfhxwC&pg=PA90&lpg=PA90&d), diakses pada 2 
Februari 2018. 
c) Pelaku tindak pidana Cyber bullying dinilai lebih aman karena 
terlindung karena adanya fasilitas anonimitas, sehingga para pelaku 
lebih sulit untuk “ditangkap”.35 
 
Terdapat berbagai macam bentuk perbuatan Cyber bullying yang 
diringkas oleh Willard36, yakni:  
a) Flaming 
Yakni dengan mengirimkan sebuah pesan teks yang berisi perkataan 
yang penuh dengan amarah serta frontal. 
b) Harassment 
Merupakan tindakan bullying yang berisikan pesan-pesan yang 
mengganggu pada e-mail, pesan singkat, maupun pesan teks di 
jejaring sosial yang dilakukan berulang kali. Pada model ini, biasanya 
pelaku bertujuan untuk menjatuhkan mental serta psikis korban. 
Dengan memakai perkataan kotor serta ancaman yang meneror 
kejiwaan korban.  
c) Denigration (mencemarkan nama baik)  
Adalah suatu perbuatan mengumbar keburukan orang lain di internet 
dengan tujuan untuk merusak reputasi orang tersebut. Maksud dari 
pelaku adalah ia bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, 
dan pada umumnya yang menjadi korban adalah orang yang 
                                                          
35 Ibid. 
36 Nancy E. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online 
Aggression, Threats, and Distress. United States, Research Press, 2007, hal. 255. 
(http://books.google.co.id/books?id=VyTdG2BTnl4C&printsec=frontcover#v=onepage&q 
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mempunyai sisi “lebih” daripada orang lain, baik dalam hal 
kekuasaan, harta, ataupun popularitas.  
d) Impersonation 
Yaitu dengan berpura-pura sebagai orang lain lalu mengirimkan pesan 
atau status yang tidak baik, supaya teman dari korban mengira bahwa 
pesan tersebut adalah asli dari si korban, dengan tujuan untuk 
mencemarkan nama baik atau pertemanan dari korban.  
e) Outing 
Adalah tindakan berupa membagikan rahasia orang lain, atau foto 
pribadi orang lain dengan tujuan untuk memperlihatkan keburukan 
ataupun privasi orang tersebut. Yang menjadi pembeda dengan 
denigration adalah ada pada jenis objek medianya; untuk outing lebih 
pada foto-foto dan atau video pribadi, sedangkan pada denigration 
lebih melalui tulisan. Meskipun begitu, keduanya memiliki tujuan 
yang sama yaitu menjatuhkan harga diri seseorang.  
f) Trickery 
Merayu seseorang disertai dengan tipu daya untuk mendapatkan 
rahasia atau foto pribadi orang tersebut dengan tujuan untuk 
disebarkan di internet.  
g) Cyberstalking 
Tindakan mengganggu atau mencemarkan nama baik seseorang serta 
mengumbar kejelekkan orang tersebut secara berulang dan sering 
disertai dengan unsur ancaman hingga menimbulkan ketakutan yang 
besar pada orang tersebut. Tidak jarang ketakutan yang ditimbulkan 
dapat berujung kepada stres, kematian, serta depresi yang berlebihan.  
2. Alat-alat yang Digunakan Dalam Cyber bullying 
Beberapa alat yang dijadikan perantara Cyber bullying adalah 
sebagai berikut:37 
1. Pesan Instan 
Pesan Instan ini meliputi e-mail serta akun tertentu pada internet yang 
memungkinkan pemakainya mengirimkan pesan atau teks ke pengguna 
lainnya yang memilik akun pada website tersebut.  
2. Grup Chatting (Chatroom) 
Grup Chatting merupakan salah satu fasilitas social media tertentu 
dimana para pemakainya dapat bergabung ataupun membentuk suatu 
kelompok chatting. Dalam hal ini pelaku Cyber bullying dapat 
mengirimkan perkataan gertakan dimana orang lain yang ada di dalam 
grup chatting tersebut dapat dengan mudah membaca, sehingga korban 
merasa tersudutkan.  
3. Blog 
Blog adalah website pribadi yang seringkali digunakan sebagai buku 
harian untuk menyampaikan sesuatu informasi pribadi ataupun hal lain 
yang menurut pemilik blog penting untuk disampaikan. Disinilah 
pelaku bullying memiliki celah untuk bebas memposting apapun 
termasuk pesan yang memiliki unsur untuk mengintimidasi seseorang.  
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4. Jejaring Sosial   
Jejaring sosial yang memiliki banyak fitur seringkali  disalahgunakan 
oleh para pelaku bullying dengan membagikan status, komentar, pesan 
pada dinding profil seseorang, foto, dan hal lain yang mengganggu , 
menyinggung, mengintimidasi serta merusak nama baik seseorang.  
5. Telepon Seluler 
Telepon seluler adalah alat yang seringkali dipergunakan pelaku cyber 
bullying untuk menlancarkan aksinya, fitur yang sering dipergunakan 
dalam melakukan intimidasi adalah dengan mengirimkan pesan 
singkat, pesan gambar, ataupun pesan video yang tujuannya adalah 
mengganggu korban. 
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Cyber bullying 
Ada banyak faktor yang menjadikan sebab perilaku penghinaan, 
pencemaran nama baik, serta pengancaman ini kemudian dapat 
berkembang. Secara umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu 
kejahatan Cyberbulling yaitu38:  
a. Faktor Internal 
Dalam bukunya yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris 
terhadap Hukum, Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H. memberi penjelasan 
bahwa salah satu faktor yang ikut serta mendorong adanya kriminalitas 
adalah tidak terdapatnya rasa bersalah pada diri pelaku kriminalitas. 
Tidak terdapatnya rasa bersalah ini dapat dikarenakan pelaku memang 
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tidak mengerti bahwa tindakannya merupakan tindakan yang dilarang 
undang-undang.39 Seperti halnya pelaku yang mengalami kelainan jiwa 
ataupun sifat tertentu yang ada dalam dirinya semisalnya seperti 
emosional serta mudah tersinggung karena rendah diri.  
b. Faktor Eksternal 
1) Perkembangan teknologi  
Adanya kemajuan teknologi komunikasi serta informasi sehingga 
mempermudah individu untuk dapay berinteraksi dengan individu 
lainnya turut berperan kepada perkembangan perilaku Cyber 
bullying. 
2) Modernisasi  
a) Modernisasi sebagai sebuah proses untuk mencapai modernitas 
akan selalu membawa ketidakstabilan didalam masyarakat, 
dikarenakan ia merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-
sikap.  
b) Keadaan seakan tidak terdapat norma karena proses modernisasi, 
sehingga mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang 
menyimpang dari aturan yang berlaku. 
4. Cyber bullying sebagai bentuk Kejahatan Jenis Baru di Indonesia 
Cyber bullying timbul seiring dengan berkembangnya teknologi. 
Adanya jejaring sosial membuat manusia lebih dapat berekspresi dan 
membagikannya kepada sosial media. Seiring berjalannya waktu, sosial 
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media menjadi wadah setiap orang untuk menuangkan isi pikiran, dimana 
sosial media menjadi kebutuhan primer dari setiap orang. 
a. Peristiwa Cyber bullying di Indonesia 
 
1) Peristiwa Yoga 
Yoga yang nekat menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang 
melintas pada tanggal 26 Mei 2013. Yoga nekat bunuh diri karena 
mendapatkan tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik 
dimana ia menjadi ketua event organizernya. Berbagai tekanan yang 
didapatkan setelah diselenggarakannya acara tersebut membuat 
Yoga mendapatkan tekanan secara emosional dan rasa tidak percaya 
diri luar biasa. Sehingga hal ini mengakibatkan ia memilih untuk 
mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta 
api. 
2) Peristiwa Sonya Depari 
Sonya depari merupakan seorang siswi SMU asal Medan yang di-
bully di media sosial, setelah video dirinya yang berdebat dengan 
seorang polwan dan mengaku sebagai seorang anak Jenderal Badan 
Narkotika Nasional (BNN) yakni Arman Depari tersebar luas di 
internet. Sonya dapat dikatakan sebagai korban cyber bullying. 
Netizen yang geram dengan perilakunya memperlakukan Sonya 
sebagai seseorang yang dianggap telah salah besar dan patut untuk 
dihina. Sehingga hal ini menimbulkan dampak bagi kehidupan 
keseharian korban yang terganggu karena cyber bullying ini. Korban 
menjadi enggan untuk pergi keluar rumah, merasa terpuruk dan 
malu, dikucilkan dan mengurung diri. 
5. Dampak Cyber bullying Bagi Korban 
Berikut beberapa dampak yang terjadi dari adanya perundungan di 
dunia siber bagi korban40: 
a. Berkurangnya Rasa Percaya Diri Seseorang 
Orang yang pernah menjadi korban Cyber bullying akan merasa 
terganggu secara psikologis karena kejahatan tersebut menyerang harga 
dirinya sehingga ia mengalami hambatan dalam bersosialisasi, korban 
yang merasa bahwa harga dirinya telah rusak akan merasa bahwa ia 
terkucilkan di kalangan masyarakat, merasakan malu hingga pada 
akhirnya menjadi seorang yang antisosial.   
b. Depresi serta Stress  
Korban yang merasakan takut karena seringkali diancam, dihina, serta 
dicemarkan nama baiknya di sosial media akan mengalami depresi serta 
stress bila tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun 
kepada orangtua bagi para korban yang masih berada di usia remaja, 
sehingga hal tersebut bila dibiarkan secara berulang akan 
mengakibatkan hal-hal buruk termasuk keinginan untuk bunuh diri oleh 
korban. 
c. Mengganggu Kinerja  
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Seseorang yang telah dicemarkan nama baiknya akan mengalami 
penyusutan motivasinya dalam pekerjaan yang dilakukannya, lebihnya 
pekerjaan yang melibatkan banyak relasi. 
d. Merusak Popularitas atau Karier Tentang Pencitraan Seseorang ataupun 
Institusi   
Citra seseorang atau institusi dapat menghilang dalam waktu yang 
singkat berkat kejahatan Cyber bullying serta hal ini berakibat pada 
kehidupan sosial mereka yang telah susah membangun nama yang baik 
pada masyarakat, korban individu bisa mengalami krisis rasa percaya 
diri dalam membangun kembali nama baiknya dan sebuah institusi akan 
merasakan krisis kepercayaan serta integritas sebagai institusi. 
 
